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SALINAN

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilampiri
laporan keungan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
Anggaran 2016.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Permerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Kas Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07
Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.



Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :

Laporan realisasi anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas laporan keuangan
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik
daerah /perusahaan daerah.

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut :
a. Pendapatan Rp. 1.842.511.574.633,02

b. Belanja Rp. 1.934.507.119.989,71
Surplus (Defisit) (Rp. 91.995.545.356,69)
C. Pembiayaan

- Penerimaan Rp 314.197.158.933,99
- Pengeluaran Rp 37.873.808.344.,46
Pembiayaan neto Rp.276.323.350.589,53

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
(Rp.21.640.935.907,56) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan stlh.

Perubahan Rp.1.820.870.638.725,46
b. Realisasi Rp.1.842.511.574.633,02
Selisih lebih / (kurang) Rp. (21.640.935.907,56)
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(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.
162.359.934.025,29 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Belanja setelah

Perubahan Rp.2.096.867.054.015,00
b. Realisasi Rp.1.934.507.119.989,71
Selisih lebih / (kurang) Rp. 162.359.934.025,29

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit
sejumlah  (Rp.184.000.869.932,85) dengan rincian
sebagai berikut :

a. Anggaran surplus (defisit)

setelah perubahan (Rp.91.995.545.356,69)
b. Realisasi (Rp.91.995.545.356,69)
Selisih lebih / (kurang (Rp.184.000.869.932,85)

(4) Selisih anggaran dengan  realisasi  penerimaan
pembiayaan sejumlah (Rp.256.935.300,00) dengan
rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp.313.940.223.633,99

b. Realisasi Rp.314.197.158.933,99
Selisih lebih / (kurang) (Rp. 256.935.300,00)

(5) Selisih  anggaran  dengan  realisasi  pengeluaran

pembiayaan sejumlah Rp.69.999.999,99 dengan rincian
sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran

Pembiayaan setelah perubahan Rp.37.943.808.344,45

b. Realisasi Rp.37.873.808.344.,46
Selisih lebih / (kurang) Rp. 69.999.999,99
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah (Rp.326.935.299,99) dengan rincian sebagai
berikut :
a. Anggaran pembiayaan netto
setelah perubahan Rp. 275.996.415.289,54
b. Realisasi Rp. 276.323.350.589,53
Selisih lebih / (kurang) (Rp. 326.935.299,99)
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal Rp.312.815.223.633,99
b. Penggunaan SAL Tahun Berjalan Rp.312.815.223.633,99
c. SILPA/SIKPA Rp.184.327.805.232,84
d. Koreksi kesalahan pembukuan

tahun sebelumnya 0,00
e. Saldo Anggan Lebih Akhir Rp.184.327.805.232,84



Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31
Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp.2.194.277.106.621,17

b. Jumlah Kewajiban Rp. 14.645.534.117,23

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.2.179.631.572.503,94
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
huruf d sebagai berikut :

a. Pendapatan operasi Rp.1.832.527.489.945,86
b. Beban Rp.1.676.700.919.143,87

Surplus (Defisit) dari operasi Rp. 155.826.570.801,99
c. Surplus (defisit) dari kegiatan

non operasi (Rp. 1.730.692.669,00)
d. Surplus (defisit) sebelum

pos luar biasa Rp. 154.095.878.132,99
e. Pos luar biasa (Rp. 1.089.978.150,00)
f. Surplus/defisit LO Rp. 153.005.899.982,99

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
tahun 2016 sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016 Rp.312.815.223.633,99
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp.222.548.247.607,30
c. Arus Kas Dari

Aktivitas Investasi Rp.(351.252.601.308,45)
d. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Rp. 216.935.300,00
e. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Rp. 0,00
f. Saldo Kas Akhir

per 31 Desember 2016 Rp. 184.327.805.232,84

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
a. Ekuitas awal Rp.2.087.119.149.095,35
b. Surplus / Defisit LO Rp. 153.005.899.982,99
c. Dampak kumulatif perubahan

kebijakan/kesalahan mendasar Rp. (60.493.476.574,40)
d. Ekuitas akhir Rp. 2.179.631.572.503,94

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2016 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.



Pasal 10

Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi:
a. PD. BPR. Bank Pasar

b. PD. Semeru
c. PDAM.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini , terdiri dari ;

a.

o

=

FE 0 a0

Lampiran I
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII
. Lampiran XIV

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Laporan realisasi anggaran.

Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi,

Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menutur urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per
Jabatan;

Laporan Perubahan Saldo
Lebih

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas
Neraca

Laporan Arus Kas

Catatan Atas Laporan Keuangan, dan
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir

Anggaran

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah
Daftar Rekapitulasi Realisasi

Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
Daftar Rekapitulasi Kontruksi
Pekerjaan

Dalam



Lampiran XV  : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah

Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek

Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang

Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran Berikutnya

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan

BUMD /Perusahaan Daerah
u. Lampiran Lainnya : Ikhtisar Laporan Keuangan Desa; Kas;
Persediaan
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Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI LUMAJANG,
ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag
Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 15 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.
Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON, M.Ap

Pembina Tingkat I
NIP.19721218 199210 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 10
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 220-
11/2017.



